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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis telah menguraikan berbagai hal 

yang dapat menjawab permasalahan pada bagian identifikasi masalah yang 

diangkat pada penulisan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik 

kesimpulan dan memberi saran sebagai berikut: 

1. Kesimpulan 

Bioskop XXI yang dimiliki dan dikelola oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya 

menggunakan perjanjian baku untuk mengikat konsumennya dalam 

menikmati jasa pelayanan pemesanan tiket daring. Isi dari perjanjian tersebut 

dibuat secara sepihak oleh perusahaan Bioskop XXI dengan isi klausula-

klausula yang telah dibakukan secara sepihak, sehingga konsumen terikat dan 

wajib untuk mematuhi segala pengaturan yang ada dalam perjanjian tersebut. 

Perjanjian baku tersebut dituangkan dalam syarat dan kondisi yang ada di 

bagian laman atau aplikasi ketika konsumen mendaftarkan diri untuk menjadi 

anggota Bioskop XXI. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas isi perjanjian baku yang dibuat oleh Bioskop 

XXI terhadap konsumennya mengandung klausula baku yang dilarang 

berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian baku yang dituangkan dalam 

syarat dan kondisi Bioskop XXI terdiri 76 klausula yang dibagi menjadi 19 

sub judul. Berdasarkan penelitian ini ditemukan indikasi pelanggaran 

sebanyak 18 klausula yang mencantumkan klausula baku yang dilarang 

berdasarkan Pasal 18 UUPK, yakni: 

 Terdapat 9 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 

ayat 1 huruf (a) 
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 Terdapat 1 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 

ayat 1 huruf (c) 

 Terdapat 1 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 

ayat 1 huruf (f) 

 Terdapat 4 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 

ayat 1 huruf (g) 

 Terdapat 2 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 

ayat 2 

Sedangkan 56 klausula yang ada dalam syarat dan kondisi Bioskop XXI tidak 

terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan yang ada dalam Pasal 18 ayat 1 

dan ayat 2 UUPK. Klausula yang tidak terindikasi melanggar ketentuan yang 

ada dalam Pasal 18 sebagian besar memberikan penjelasan serta informasi 

kepada konsumen mengenai fasilitas yang dapat dilakukan atau yang tidak 

dapat digunakan dalam hal penggunaan layanan di laman atau aplikasi 

Bioskop XXI. 

 

Dengan ditemukan indikasi pencantuman klausula baku yang dilarang 

berdasarkan Pasal 18 ayat 1 dan 2 UUPK dalam syarat dan kondisi yang dibuat 

oleh pihak bioskop XXI, maka berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UUPK klausula 

tersebut menjadi batal demi hukum. sehingga pengaturan yang ada dalam 

syarat dan kondisi yang dibuat oleh pihak Bioskop XXI terhadap 

konsumennya mengandung klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 

UUPK. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan 

di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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- Pelaku usaha Bioskop XXI sebaiknya menyesuaikan klausula baku 

yang ada di dalam syarat dan kondisi sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, sehingga perjanjian baku tidak menimbulkan kerugian 

bagi konsumennya dan pelaku usaha tidak dibebankan pengurusan 

perkaran dipengadilan yang memakan waktu, uang dan tenaga. 

sehingga fokus terhadap pelayanan kepada konsumen tidak teralihkan 

sehingga bisa memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dan 

konsumen tidak takut dalam menggunakan jasa yang diberikan oleh 

pihak Bioskop XXI.  

- Bagi konsumen sendiri harus lebih bisa meningkatkan kesadaran 

dalam membaca suatu perjanjian yang mengikatnya dalam 

menggunakan jasa pada masa digital seperti ini. Karena apabila 

konsumen sudah menyatakan tunduk terhadap suatu perjanjian, hal itu 

bisa membawa kerugian di kemudian hari apabila tidak cermat dalam 

membaca suatu perjanjian yang mengikat pada diri konsumen. 
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